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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan  
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
  َفْي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
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ََْمْي ق  : qila 
َ َتْى  ً  ي  : yamutu    
4. Tā’marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
َََ ة ه  ضَا فْنا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا  : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  حْن ا                  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر : rabbana 
َا ُْي َّج َ  : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا  : al-falsafah 
 َد لا بْن ا  : al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت : ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش : syai’un 
8. Penulisan Kata           
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 
lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د  Dinullah ا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
ى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي ف   Hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:   
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
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ABSTRAK  
 
NAMA : SALMAN 
NIM  : 10100114127 
JUDUL : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997                                                                                                                                                                                                                            
 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Penyelesaian Sengketa  
 Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
                  (Studi Kasus : Putusan Nomor 26/G/2014/P.TUN.Mks) 
 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam 
Penyelesaian Sengketa Tanah dan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta Pertimbanagn Hakim Pengadilan 
Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan perkara nomor 
26/G/2014/P.TUN.Mks. 
 Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode yuridis 
normatif. Data primer yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 pada penelitian ini bersumber dari wawancara yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti dan didukung pula dengan data sekunder. Data 
sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan 
kepustakaan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (descriptive 
research) yakni prosedur pemecahan masalah yang di teliti untuk menggambarkan 
atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta 
yang tampak saat ini pada penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 33 ayat (2) oleh hakim 
dalam menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Pasal ini belum 
mengikat hakim dalam memutus sengketa. Penerapan pasal ini tergantung 
pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang 
bersengketa.  Karena adanya dua kepentingan yang saling berbentur yaitu jika 
Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat 
benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik. Dengan demikian, 
diterapkan atau tidaknya pasal ini ada pada wewenang hakim yang mengadili 
perkara. Keberadaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 33 ayat (2) pada intinya 
adalah untuk meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus 
sengketa bahwa ada konsep rechtverwerking, yaitu  konsep asal dari pasal ini 
yang sudah diterapkan berkali-kali oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan 
sengketa tanah di Indonesia. Pada umumnya pendapat yang menyetujui  
diterapkannya  pasal  ini  karena  dapat  dianggap memberikan jaminan kepastian 
hukum pemegang sertifikat hak atas tanah. Sedangkan pendapat yang tidak 
menyetujui diterapkannya pasal ini karena dikuatirkan akan terjadi ketidak adilan 
terhadap pemilik hak yang sebenarnya karena pemilik hak dapat kehilangan hak 
yang sebenarnya ia miliki. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Tanah bagi pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia 
semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun sebagai tempat 
untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula 
kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan. Pemberian jaminan kepastian di bidang pertanahan,memerlukan 
tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya-ketentuannya.1 
Di dalam Islam, setiap individu mempunyai hak untuk memiliki harta/ aset 
termasuk tanah dan berhak pula untuk mentasarufkanya(memberikan) sesuai 
dengan keinginan pemilik, namun pemilik hakiki dari tanah tersebut adalah Allah 
swt, sebagaimana firman-nya dalam Al-Quran Surah al-A’raf/ 7: 128, yang 
menegaskan: 
 
                          
             
 
Terjemahnya: 
Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan 
bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya 
kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan 
yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.2 
                                                             
1Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah 
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), h. 23.  
 
2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Magfirah 
Pustaka, 2006) h. 165. 
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Allah swt juga berfirman dalam Al-quran Surah an-Nur/ 24: 42, yang 
menyatakan: 
                   
Terjemahnya:  
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah 
tempat kembali (semua makhluk).3 
Hak milik secara individual memang diakui keberadaannya sebagai hak 
yang melekat pada setiap individu yang didasarkan pada prinsip hifz al-
mal(menjaga harta). Namun demikian, kebebasan individu atas hak miliknya 
dalam penggunaannya dibatasi oleh hak-hak orang lain.  
Dalam teori kepemilikan, Islam memandang negara sebagai institusi yang 
mengelola masyarakat suatu negara. Atas dasar inilah maka Islam memberikan 
hak sekaligus kewajiban kepada negara untuk mengatur hubungan antara individu 
dengan individu, individu dengan masyarakat bahkan hubungan antara individu, 
masyarakat dengan negara, dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan tanah. 
Dalam hal kepemilikan tanah, Islam mengenal istilah Ihya’ul Mawaat 
(menghidupkan tanah mati),Tahjir(membuat batas pada tanah) dan 
Iqtha(pemberian Negara kepada masyarakat). Ihya’ul mawat yaitu hak memiliki 
tanah melalui aktivitas menghidupkan tanah mati. Tanah mati (ardun mawat) 
menurut hukum Islam adalah tanah yang tidak ada pemiliknya atau nampak tidak 
pernah dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas apapun yang 
menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah dikelola baik berupa pagar, tanaman 
bekas bangunan atau bentuk pengelolaan lainnya. 
                                                             
3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Magfirah 
Pustaka, 2006) h. 355. 
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Rasulullah saw bersabda: 
َاِهب ُّقََحأ َُوَهف ٍدََحِلِ ْتَسَْيل اًضَْرأ َر َّمَع ْنَم  
Artinya: 
Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, 
maka dialah yang berhak atas tanah itu. (HR Riwayat Imam Al-Bukhari).4 
 
Dalam hadits lain, Rasulullah saw juga bersabda: 
 
  َُهل َيَِهف ًَةتْيَم َضَْرا َايَْحا ْنَم 
Artinya: 
Barang siapa yang membuka tanah yang kosong, maka tanah itu menjadi 
miliknya. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi).5 
Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah atau sekedar meletakkan 
batu atau tonggak. Pada masa Rasulullah sawtahjir sudah merupakan tindakan 
hukum yang mengakibatkan kepemilikan pada tanah sekalipun tidak 
dipergunakan secara produktif atau untuk tempat tinggal.
6
 
Salah  satu  tujuan  dari  pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria 
adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh karena 
itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakan pendaftaran tanah.7 
Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang 
didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat. 
Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas 
tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Bagi 
                                                             
4Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam, (Libanon: 
Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah), h. 189. 
5Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ibn ad-Dahak as-Salmi at-
Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah), h. 302. 
 
6
 Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010),  h. 146 
 
7Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 38.  
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para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur 
dapat  dengan  mudah  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan 
mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan. Bagi 
pemerintah dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan di bidang 
pertanahannya. Pada awalnya pelaksanaan pendaftaran tanah diadakan menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam perjalanan waktu 
keberadaan PP ini dianggap belum  maksimal  karena ada beberapa kendala 
diantaranya keterbatasan dana dan tenaga sehingga penguasaan tanah-tanah 
sebagian besar  tidak didukung oleh alat pembuktian yang memadai. Selain itu 
PP ini belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran 
tanah   dengan waktu yang singkat dan hasil yang memuaskan. Karena tidak 
ada batas waktu dalam mendaftarkan tanah yang diperoleh setelah peralihan 
hak, selain itu yang mendaftar tidak harus Pejabat Pembuat Akta tanah tetapi bisa 
juga pemilik baru dari hak atas tanah sehingga seringkali tanahnya tidak 
didaftarkan Untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan ini dikeluarkanlah  
peraturan mengenai  pendaftaran  tanah  yang  baru untuk lebih menyempurnakan 
peraturan pendaftaran tanah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah.8 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap mempertahankan 
tujuan dan sistem yang digunakan dalam Pasal 19 UUPA jo PP Nomor 10 
Tahun 1961. PP Nomor 24 Tahun  1997  merupakan  penyempurnaan  dari  
peraturan  sebelumnya  sehingga banyak terdapat tambahan, hal ini terlihat dari 
jumlah pasal yang lebih banyak dan isi PP tersebut yang lebih memberikan 
                                                             
8A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Cet. I ; Bandung: Mandar Maju, 
1999), h.18. 
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jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Meskipun kepemilikan 
tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan 
dalam hal kepemilikan sebidang tanah, misalnya saja terhadap sebidang tanah 
yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun- tahun dan telah 
dilengkapi dengan sertifikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang 
menuntut hak atas tanah tersebut. Permasalahan ini sering terjadi di berbagai 
daerah di Indonesia. Sampai dengan saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 
Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di 
atas masih mendapatkan banyak pro dan kontra. Mengingat  keberadaan pasal ini 
tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah 
di Indonesia, dimana sertifikat bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak 
melainkan sertifikat merupakan alat bukti yang kuat.9 
Salah satu lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk 
mengadili suatu sengketa pertanahan melalui jalur litigasi ialah Pengadilan Tata 
Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, 
dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya 
di Kota Makassar masih terdapat putusan-putusan Pengadilan tersebut yang 
menimbulkan kontroversi terhadap salah satu pihak yang bersengketa, dimana 
Penggugat terkadang dapat memenangkan suatu sengketa tanah melawan 
Tergugat yang memiliki sertifikat hak atas tanah. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan  
penelitian dengan judul : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan 
Tata Usaha Negara Makassar (Studi Kasus : Putusan Nomor 
26/G/2014/P.TUN.MKs) 
                                                             
9Adrian Sutendi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 30. 
 
 
 
 
 
 
6 
 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian  
Skripsi ini berjudul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”. Peneliti akan melakukan penelitian 
mengenai penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar. 
b. Deskripsi Fokus 
1. Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 yang berbunyi “ Pendftaran tanah adalah rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,ber-kesinambungan 
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian 
setra pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik bagi satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya.10 
2. Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan menyelesaikan berbagai hal 
seperti pemberesan/pemecahan.11 
3. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau 
konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek 
                                                             
10Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah. http://www.eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP-24-1997.pdf (16 April 2018). 
 
11Dedi Sugono dkk, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,Departemen 
Pendidikan Nasional, 2007), h. 213.  
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permasalahan.12 
C.  Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 
pokok penelitian ini yaitu Sejauhmana Penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan 
Tata Usaha Negara Makassar, untuk memecahkan masalah pokok tersebut maka 
di rumuskan sub-sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar?  
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
dalam putusan perkara nomor 26/G/2014/P.TUN.Mks? 
3. Bagaimana analisis Penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai 
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar. Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian 
berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah. Adapun ulasan-ulasan dalam 
penelitian penulis sebelumnya adalah : 
1. Muhammad Irsyad Abdullah, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Alauddin 
Makassar. NIM : 10500107052, 2014. judul Skripsi : “Studi Penyelesian 
                                                             
 
12Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2007), h. 342. 
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Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi di Kecamatan Mariso”. Permasalahan 
yang diangkat oleh peneliti yaitu membahas tentang bagaimana cara 
menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur litigasi dan faktor-faktor yang jadi 
penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Mariso.13 
2. Rayi Ady Wibowo, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. NIM : 
1106170, 2014. judul Skripsi : “Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan 
Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar”. Permasalahan yang dibahas dalam oleh peneliti ini yaitu dasar 
hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam 
menyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar.14 
3. Dalam buku R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah 
Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dalam buku tersebut dijelaskan 
bahwa UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh 
seserorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata hanya 
untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan 
kepentingan masyarakat atau dengan menelantarkan tanah tersebut, sehingga 
tidak ada manfaatnya dan dapat merugikan masyarakat. Penggunaan tanah 
harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak itu, sehingga bermanfaat 
bagi kesejahteraan masyarakat dan negara. Semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial, akan tetapi adanya fungsi sosial ini tidak berarti bahwa 
kepentingan perseorangan dikesampingkan, melainkan tetap dilindungi.15 
                                                             
13Muhammad Irsyad Abdullah, “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur 
Litigasi di Kecamatan Mariso”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014), 
h. 7. 
14Rayi Ady Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui 
Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”, Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum 
Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 6.  
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4. Dalam buku Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, dalam buku tersebut menjelaskan 
bahwa pembayaran ganti rugi harus diberikan kepada orang yang berhak atas 
tanahnya, harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang 
berhak. Di samping itu penampungan bagi orang yang hak atas tanahnya 
dicabut harus diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu 
tetap menjalankan kegiatan usahanya mencari nafkah kehidupan yang layak 
seperti sebelumnya.16 
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lainnya yaitu 
penelitian ini lebih menekankan pada Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam penyelesaian sengketa tanah 
di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dalam putusan perkara nomor 26/G/2014/P.TUN.Mks. 
c. Untuk mengetahui Penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar. 
 
                                                                                                                                                                       
15R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah berlakunya Undang-undang Pokok 
Agraria (Surabaya: Karya Anda, 1998), h. 44-45. 
 
16Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah 
Untuk Pembangunan (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 86.  
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2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum 
pertanahan nasional terutama mengenai kepastian hukum sertifikat hak 
atas tanah. 
b. Memberikan masukan bagi Pemerintah,Badan Pertanahan Nasional dan 
lebih khusus lagi bagi pemerintah Kota Makassar, Kantor Pertanahan Kota 
Makassar sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah. 
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pemegang sertifikat 
hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 
11 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A.  Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Istilah Pendaftaran tanah berasal dari kata “Cadastre” dalam bahasa 
Belanda merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, 
nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alias hak) terhadap suatu bidang tanah. 
Sedangkan kata “Cadastre” berasal dari bahasa latin “Capitastrum” yang berarti 
suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi 
(Capotatio Terrens).1 
Pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 pada Pasal 1 angka 1 bahwa2 : 
 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat 
sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya”. 
Pengertian di atas menunjukkan bahwa ada berbagai macam kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berurutan, saling berkaitan satu sama 
lain dan merupakan suatu kesatuan untuk memperoleh apa yang disebut sertipikat. 
Kegiatan pendaftaran tanah tidak hanya diadakan sekali tetapi untuk seterusnya 
apabila terjadi perubahan terhadap tanah maupun pemegang haknya sehingga 
                                                             
1A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Cet I; Bandung: Mandar Maju, 
1999),  h. 2. 
 
2Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah. http://www.eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP-24-1997.pdf (16 April 2018). 
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sesuai dengan kenyataan terakhir yang ada berlandaskan peraturan hukum yang 
ada. 
2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran  tanah  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  diatur  dalam 
Pasal 19 ayat (1) dan (2) bahwa3 : 
 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
2. Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat 
bukti yang kuat. 
Dalam Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2) pemerintah  ditugaskan  untuk  melakukan 
pendaftaran tanah. Selain itu pendaftaran tanah juga mewajibkan pemegang hak 
atas tanah untuk melakukan pendaftaran haknya. Hal ini diatur dalam beberapa 
pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 23 mengenai pendaftaran Hak Milik, Pasal 32 
mengenai Pendaftaran Hak Guna Usaha dan Pasal 38 mengenai Pendaftaran 
Hak Guna Bangunan. Sehubungan dengan itu UUPA memerintahkan 
diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  dalam  rangka   menjamin  kepastian 
hukum sebagaimana yang dimaksud di atas. Pendaftaran tanah kemudian diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tetapi karena 
peraturan ini dianggap belum dapat memberikan hasil yang maksimal maka 
dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan ini yaitu dengan berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebagai peraturan pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut berlaku pula Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997. 
                                                             
3Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Tentang 
Peraturan Pokok-pokok Agraria. https://dkn.or.id/Undang-Undang-nomor-5-Tahun-1960-tentang-
Pokok-Pokok-Agraria.pdf (16 April 2018). 
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3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Pada dasarnya tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan suatu 
kepastian hukum di bidang pertanahan, seperti yang  ada dalam Pasal 19 UUPA. 
Rincian lebih lanjut tujuan pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 
1997 pada Pasal 3 yang berbunyi4 : 
 
Pendaftaran tanah bertujuan : 
a. Untuk   memberikan kepastian hukum   dan   perlindungan   hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan  rumah susun yang sudah terdaftar. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan 
dan agar dapat dengan mudah membuktikan haknya maka diberikanlah suatu 
sertipakat hak atas tanah. Untuk menyediakan informasi sebagaimana dalam Pasal 
3 huruf b Kantor Pertanahan bersifat terbuka, sehingga pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat dengan mudah mencari data fisik dan data yuridis tentang 
suatu bidang tanah  yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk tertib administrasi 
pertanahan maka pendaftaran tanah tidak hanya dilakukan sekali tapi secara  
terus-menerus  mengikuti  perbuatan  hukum  dan  peristiwa  hukum  yang 
mengakibatkan   data   fisik   maupun   data   yuridis   pada   suatu   bidang   tanah 
mengalami suatu perubahan.5 
Menurut J.B. SOESANTO, dalam diktatnya Hukum Agraria I  menyatakan 
bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah6 : 
                                                             
4Republik Indonesia, Peraturan Pemeribtah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
tanah. http://www.eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP-24-1997.pdf (16 April 2018). 
 
5Rusmadi Murad, Penyelesaikan Sengketa Hak Atas Tanah (Cet. I; Bandung, Alumni, 
1991), h. 20. 
 
6J.B. Soesanto, Hukum Agraria I (Semarang: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28.  
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a. Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis 
(kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan). 
Hal ini diperlukan untuk menghindarkan sengketa dikemudian hari, baik 
dengan pihak yang menyerahkan maupun pihak-pihak yang mempunyai 
tanah. 
b. Memberikan kepastian hak, yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status 
hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada 
tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga). 
c. Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan, 
karena dikenal tanah-tanah dengan bermacam-macam status hukum, yang 
masing-masing memberikan wewenang dan meletakan kewajiban-
kewajiban yang berlainan kepada pihak yang mempunyai hal mana akan 
terpengaruh pada harga tanah. 
d. Memberikan  kepastian subyek,yaitu  kepastian mengenai siapa yang 
mempunyai diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus 
berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara 
sah mengenai ada atau tidak adanya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga, 
diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-
tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan secara efektif dan aman. 
 Pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum 
terhadap pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUPA yaitu pada Pasal 19. Dengan adanya 
pasal ini membawa akibat hukum dari pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas 
tanah dengan diberikannya surat tanda bukti yang lazim disebut sertipikat 
tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak 
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atas tanah. Menurut PP No 24 Tahun 1997 sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c yang memuat data 
yuridis maupun data fisik obyek yang didaftarkan untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan 
yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Data yuridis diambil 
dalam buku tanah sedangkan data fisik diambil dari surat ukur. Sehubungan 
dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti 
hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. 
Sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.7 Sertifikat sebagai  tanda bukti 
yang kuat mengandung arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data 
fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data 
yang benar, sebagaimana juga dapat dibuktikan dari data yang tercantum dalam 
buku tanah dan surat ukurnya. Menurut Pasal 19 UUPA ayat 2 huruf c, bahwa : 
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku alat pembuktian 
yang kuat”. 
Kata “kuat” dalam Pasal 19 UUPA berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus diterima 
sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 
Sehubungan dengan sistem negatif adalah berarti “tidak mutlak” yaitu sertipikat 
tanah masih dimungkinkan digugurkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya 
yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tanah tersebut.8 
                                                             
7Bahtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya 
(Bandnug: Alumni, 1993), h. 34. 
 
8A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar 
Maju, 1991), h. 41.  
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
Dengan demikian sertifikat tanah bukanlah satu-satunya surat bukti 
pemegangan hak atas tanah dan oleh karena itu ada masih ada lagi bukti-bukti lain 
tentang pemegangan hak atas tanah antara lain surat bukti jual beli tanah adat 
atau Surat Keterangan Hak Milik Adat. Misalnya dengan terbitnya dua atau 
lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah yang sama, hal ini disebut dengan 
“overlapping” atau tumpang tindihnya sertifikat yang membawa akibat 
ketidakpastian hukum pemegang hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Yang berhak untuk 
membatalkan/mencabut  sertifikat  tanah  karena  overlapping  tersebut  adalah 
instansi yang mengeluarkan sertifikat tanah dalam hal ini Badan Pertanahan 
Nasional. Pengadilan Negeri selaku instansi penegak hukum berwenang untuk 
menilai   melalui   pemeriksaan   yang   teliti   untuk   selanjutnya   memutuskan 
siapakah yang berhak atas tanah yang dipersengketakan.9 
Sesuai dengan sistim negatif yang telah dianut dalam Pendaftaran Tanah 
di Indonesia, maka berarti sertifikat tanah yang diterbitkan bukanlah merupakan 
alat bukti yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, justru berarti bahwa 
sertipikat tanah itu bisa dicabut atau dibatalkan. Oleh karena itu adalah tidak benar 
bila ada anggapan bahwa dengan memegang sertipikat tanah berarti pemegang 
sertipikat tersebut adalah mutlak pemilik tanah dan ia pasti akan menang dalam 
suatu perkara karena sertipikat tanah adalah alat bukti satu- satunya yang tidak 
tergoyahkan. Menurut Penjelasan PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah, Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak 
atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh 
mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian 
yanag kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum 
                                                             
9Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah (Bandung: Alumni, 1991), h. 
27.  
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dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam 
sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum 
sehari-hari  maupun  dalam  sengketa  di  Pengadilan,  sepanjang  data  tersebut 
sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah 
bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun 
sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada 
Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain 
tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh 
orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya.10 
Pasal  32  ayat  (2)  PP  No  24  tahun  1997 merupakan  penerapan  dari 
lembaga hukum adat, yang dikenal dengan nama rechtsverwerking yaitu 
lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang 
bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya 
dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Pada negara-
negara yang menggunakan sistem publikasi negatif umumnya dikenal lembaga 
acquisitieve verjaring (memperoleh hak milik dengan lampaunya waktu) yaitu 
apabila penerima hak yang beritikad baik bertindak tegas selaku pemilik dan yang 
bersangkutan menguasai tanah secara nyata dan terbuka selama sekian tahun, 
tanpa ada pihak lain yang menggugat, maka oleh hukum ia ditetapkan sebagai 
pemiliknya, yang hak kepemilikannya sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, juga 
tidak oleh pihak yang membuktikan sebagai pemilik  hak  yang  sebenarnya.11   
 
                                                             
10Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 
21.  
 
11Kartasaputra, Masalah Pertanahan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 23.  
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Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  1955  Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, bahwa:  
“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang 
menguasai terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, dimuka umum 
dan secara tegas sebagai pemilik.” 
dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa: 
“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang 
sah oleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu pitang lain yang 
tidak harus  dibayar  atas  tunjuk,  memperoleh  hak  milik  atasnya dengan  
jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang 
dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, 
dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alasan haknya”. 
4. Asas-asas Pendaftaran Tanah 
Menurut Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka. Adapun Asas Pendaftaran tanah adalah12 : 
a. Asas Sederhana adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 
prosedurnya dengan mudah di pahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah. 
b. Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa, pendaftaran tanah 
harus diselengarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 
sendiri. 
c. Asas Terjangkau artinya dapat dijangkau oleh golongan ekonomi lemah 
dengan memperlihatkan  kebutuhan dan kemampuanny,artinya pendaftaran 
tanah harus dapat terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan. 
d. Asas Mutakhir artinya data-data yang ada didalam atau diperoleh dari 
penyelengaraan  pendaftaran  tanah  harus  dijaga  eksistensinya,  sehingga 
data terpelihara sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
                                                             
12Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia dan Sejarah Pembentukan Undang-undang 
Pokok Agraria, isi serta Pelaksanaannya (Jakarta: Djamban, 2005), h. 471.  
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e. Asas Terbuka artinya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, bagi 
masyarakat maupun pemerintah  yang ingin memperoleh keterangan data 
fisik dan data yuridis, akan dapat memperoleh data yang benar setiap saat di 
Kantor Pertanahan. 
5. Sistem Pendaftaran Tanah 
Ada dua macam sistem pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono, yaitu 
sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak 
(registration of titles). Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan : apa yang 
didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda 
bukti haknya. Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun dalam sistem 
pendaftaran hak, akta merupakan sumber data yuridis. Dalam sistem Pendaftaran 
akta, akta- akta inilah yang didaftar. Dalam sistem pendaftaran akta, pejabatnya 
bersikap pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam 
akta yang didaftar. Di kantor Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT), salinan akta 
disimpan dan terbuka untuk umum, sedangkan pemilik hak diberikan tanda 
bukti berupa asli atau minuta  akta tersebut.13 
Dalam sistem pendaftaran akta tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan 
akta sebagai buktinya. Sehingga dalam sistem ini, data yuridis yang diperlukan 
harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat hukum dalam suatu akta 
bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta 
yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang 
disebut “title search”, yang bisa memakan waktu dan biaya karena memerlukan 
bantuan  ahli.  Maka  kemudian  diciptakanlah  sistem yang  lebih  sederhana  dan 
memungkinkan orang memeperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa 
harus mengadakan tittle search pada akta-akta yang ada yaitu sistem pendaftaran 
                                                             
13Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Tanah (Bandung: Alumni, 1993), h. 47.  
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hak. Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan perbuatan- 
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 
dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan aktanya 
yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 
kemudianlah yang didaftar. Akta hanya merupakan sumber datanya. Untuk 
pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi, kemudian disediakan 
suatu daftar isian, yang biasa disebut “register” atau di Indonesia disebut buku 
tanah,  sehingga  jika  terjadi  perubahan,  tidak  dibuatkan  buku  tanah  baru, 
melainkan dicatatkan pada ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yang 
bersangkutan. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan 
pencatatan perubahannya kemudian, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah dilakukan 
pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan, sehingga 
pejabatnya dapat dikatakan bersikap aktif. Dalam sistem ini buku-buku tanah 
disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah dan terbuka untuk umum. Sebagai tanda 
bukti hak, diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register, yang di 
Indonesia sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur 
yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. 
B.  Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 
 Sistem publikasi pendaftaran tanah tergantung pada asas hukum yang dianut 
oleh suatu  negara  dalam  mengalihkan  hak  atas  tanahnya. Ada beberapa sistem   
publikasi   pendaftaran   tanah   yang   dianut   oleh   negara-negara   yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah yaitu14 : 
1. Sistem Torrens. 
Sistem Torrens berasal dari Australia Selatan, diciptakan oleh Sor Robert 
Torrens. Sistem ini lebih dikenal dengan nama The Real Property Act atau 
                                                             
14Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya 
(Bandung: Alumni, 1993), h.30.   
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Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan sejak tanggal 1 Juli 
1858 dan  sistem  ini  sekarang  dipakai  di  banyak  Negara,  antara  lain  
Aljazair, Tunisia, Kongo, Spayol, Norwegia, Malaya, Kepulauan Fiji, 
Canada dan Yamaica Trinidad. Dalam detailnya sistem Torrens 
disempurnakan dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang 
disesuaikan dengan hukum materialnya masing-masing. Dalam pelaksanaan 
sistem Torrens, setiap pendaftaran hak atas tanah sebelum  dicatat dalam 
buku tanah, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan 
yang sangat teliti terhadap data yang disampaikan oleh pemohon. Kelebihan 
sistem Torrens dibandingkan dengan sistem negatif adalah ketidakpastian 
diganti dengan kepastian, biaya lebih murah dan waktu yang digunakan  
lebih  singkat,  ketidakjelasan  dan  berbelitnya  uraian  menjadi singkat dan 
jelas, persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga 
setiap orang akan dapat mengurus sendiri setiap kepentingannya, penipuan 
sangat dihalangi, banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang 
nilainya  karena  ketidakpastian  hukum  hak  atas  tanah  telah  
dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya. Dalam sistem ini sertipikat 
tanah merupakan alat yang paling lengkap tentang hak dari pemilik yang 
tersebut di dalamnya serta tidak dapat diganggu gugat, demikian menurut 
Torrens. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui dana asuransi 
(verzekeringsponds) yang sebelumnya dikenakan pada pemohon hak dalam 
pendaftaran tanah. Untuk merubah buku tanah adalah tidak dimungkinkan, 
terkecuali jika memperoleh sertipikat tanah dimaksud melalui cara 
pemalsuan dengan tulisan atau diperoleh dengan penipuan. 
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2. Sistem Positif  
Dalam sistem positif, suatu sertipikat tanah yang diberikan berlaku sebagai 
tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda 
bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran 
tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama 
yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia 
ternyata bukan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Sistem positif ini 
memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. Pejabat 
dalam sistem ini bersifat sangat aktif, mereka menyelidiki apakah hak 
atas tanah yang dipindahkan itu dapat untuk didaftar ataukah tidak, 
menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas-
formalitas yang diisyaratkan untuk  itu  telah  dipenuhi  atau  tidak.  
Menurut  sistem ini  hubungan  hukum antara hak dari orang yang namanya 
terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak 
hak tersebut didaftar. Kebaikan dari sistem Positif ini adalah : 
a. Adanya kepastian dari buku tanah 
b. Peranan aktif dari pejabatnya 
c. Mekanisme kerja dalam penerbitan sertipikat tanah mudah dimengerti oleh 
orang awam. 
Asas peralihan hak atas tanah dalam sistem ini adalah asas itikad baik, yaitu  
berarti  orang  yang  memperoleh  hak  dengan  itikad  baik  akan  tetap menjadi 
pemegang yang sah menurut hukum. Jadi asas ini bertujuan untuk melindungi 
orang yang beritikad baik. Untuk melindungi orang yang beritikad baik inilah 
perlu daftar umum yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam sistem ini 
pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut 
menurut sistem positif ini mendapatkan jaminan mutlak dengan adanya uang 
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pengganti terhadap tanah yang sebenarnya ia haki. Walaupun ternyata bahwa 
segala keterangan yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut adalah tidak 
benar. Dengan demikian, sistem Positif ini memberikan suatu jaminan yang 
mutlak terhadap buku tanah, kendatipun ternyata bahwa pemegang sertipikat 
bukanlah pemilik yang sebenarnya.15 
Adapun kelemahan sistem ini adalah : 
1. Peranan aktif pejabatnya akan memakan waktu yang lama. 
2. Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya oleh 
karena kepastian dari buku tanah itu sendiri. 
3. Wewenang Pengadilan diletakkan dalam wewenang administratif.Sistem 
Negatif. 
Menurut  sistem  Negatif  bahwa  segala  apa  yang  tercantum  dalam sertipikat 
tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya. 
Asas peralihan hak atas tanah  menurut sistem ini adalah asas “nemo plus 
yuris”. Asas Nemo plus yuris artinya orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi 
hak yang ada padanya. Jadi pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah 
batal. Asas ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Ia 
selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama orang lain. 
Ciri pokok sistem negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas 
tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah 
tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik yang 
sebenarnya. Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak 
sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan mata rantai dari perbuatan hukum 
dalam pendaftaran hak atas tanah. Ciri pokok lainnya dalam sistem ini adalah 
Pejabatnya berperan pasif artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban 
                                                             
15Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 72. 
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untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan kepadanya. 
Kebaikan dari sistem ini adalah adanya perlindungan terhadap pemegang hak 
sejati. Sedang kelemahannya adalah : 
a. Peranan  pasif  pejabatnya  yang  menyebabkan  tumpang  tindihnya 
sertipikat tanah. 
b. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian rupa 
sehingga kurang dimengerti oleh orang awam. 
Menurut Boedi Harsono, pertanyaan yang timbul berkaitan dengan sistem 
publikasi pendaftaran tanah adalah sejauh mana orang boleh mempercayai 
kebenaran  data  yang  disajikan. Sejauh  mana  hukum  melindungi  kepentingan 
orang yang  melakukan perbuatan  hukum mengenai  tanah yang haknya sudah 
didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pendaftaran Tanah atau yang 
tercantum di dalam surat tanda bukti hak yang diterbitkan atau didaftar oleh 
Pejabat Pendaftaran Tanah, jika kemudian ternyata data tersebut tidak benar. Pada   
garis besarnya, menurut Boedi Harsono ada dua sistem publikasi Pendaftaran 
tanah yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem 
publikasi positif, data disimpan dalam register atau buku tanah dan sertipikat 
sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem ini, orang boleh mempercayai penuh 
data yang disajikan dalam register karena pendaftaran atau pencatatan nama 
seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang membuat orang menjadi 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,bukan perbuatan hukum  
pemindahan  hak  yang  dilakukan.  Dalam  sistem  publikasi positif, orang yang 
dengan itikad baik dan pembayaran serta kemudian mendaftarkan dirinya sebagai 
pemegang hak dalam register memperoleh hak yang tidak dapat diganggu gugat 
dari orang yang namanya tidak terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, hal 
ini biasa disebut “indefeasible tittle” Dengan selesainya dilakukan pendaftaran 
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atas nama penerima hak, pemegang hak yang sebenarnya menjadi kehilangan 
haknya. Ia tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum yang 
memindahkan hak yang bersangkutan kepada pembeli. Dalam keadaan tertentu ia 
hanya bisa menuntut ganti kerugian kepada Negara. Untuk menghadapi tuntutan 
ganti kerugian tersebut disediakan suatu dana khusus. Sehingga hukum benar-
benar melakukan perlindungan terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum 
mengenai tanah yang haknya sudah didaftar. Dalam sistem publikasi negatif, yang 
menentukan berpindahnya hak kepada pembeli adalah sahnya perbuatan hukum 
yang dilakukan, bukan pendaftaran yang dilakukan. Asas peralihan menurut 
sistem ini adalah asas “nemo plus  yuris”,  yaitu  orang  tidak  dapat  
menyerahkan  atau  memindahkan  hak melebihi apa yang ia punyai sendiri. Asas 
ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari 
tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa  diketahui oleh pemegang 
hak yang sebenarnya. Maka data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem 
ini tidak boleh begitu saja dipercayai kebenarannya. Negara tidak menjamin data 
yang disajikan. Biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih 
menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa 
ialah pemegang hak yang sebenarnya.16 
Sistem Publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut UUPA 
dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif yang mengandung unsur 
positif. Pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang 
kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat 
(2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Sehingga sistem Pendaftaran Tanah menurut 
                                                             
16Toton Suprapto dan Muchsin, Kepastian dan Perlindungan Hukum pada Landasan 
Keadilan dan Kebenaran (Jakarta: Djamban, 2002), h. 16.  
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UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 bukanlah sistem negatif yang murni. Sistem 
publikasi yang murni tidak akan menggunakan pendaftaran hak, juga tidak akan 
ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertipikat 
merupakan alat bukti yang kuat. Hal  tersebut  juga  terlihat  pada  ketentuan-
ketentuan  yang  mengatur prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan 
data yuridis yang diperlukan serta  pemeliharaannya  dan penerbitan  sertipikat 
haknya, biarpun sistem  publikasinya   negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang 
bersangkutan dilaksanakan secara seksama, agar data yang disajikan sejauh 
mungkin dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.17 
C.  Jenis-Jenis Sengketa Tanah 
Berdasarkan pada pengertian sengketa tanah, sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 1999 bahwa sebetulnya sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan 
mengenai substansi atau pihak-pihak yang bersengketa. Dilihat dari substansinya, 
maka dapat digambarkan bahwa sengketa pertanahan adalah menyangkut hal-hal 
yang berkaitan dengan: 
1. Penguasaan, pemilikan dan penggunaannya. 
2. Prosedur dan syarat-syarat dalam pemberian hak atas tanah. 
3. Prosedur dan syarat-syarat dalam penerbitan tanda bukti hak termasuk 
peralihan haknya. 
Kemudian Pasal 26 dan 27 pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur kegiatan yang meliputi pengumpulan, 
pengolahan dan penyajiab data fisik dan yuridis serta persengketaan yang terjadi.  
 
 
                                                             
17R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Gramedia, 1980), h. 5.  
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Dalam kegiatan tersebut, jenis masalah/sengketa/konflik yang akan terjadi terbagi 
kedalam 2 hal, yaitu sebagai berikut18: 
1. Sengketa data fisik 
Sengketa data fisik yaitu sengketa yang menyangkut keterangan mengenai 
letak, batas dan luas bidang tanah yang sudah didaftar termasuk keterangan 
mengnai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sengketa yang 
termasuk dalam kategoris ini adalah: 
a. Sengketa batas yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batas- 
batas bidang tanah yang disebabkan tidak adanya kesepakatan antara 
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan. 
b. Sengketa ganti kerugiaan yaitu menyangkut kesepakatan bersarnya nilai 
ganti rugi serta tata cara pembayaranya. 
2. Sengketa data yuridis 
Sengketa data yuridis yaitu sengketa yang menyengkut mengenai status 
hukum tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang masuk 
dalam kategori ini adalah sebagai berikut: 
a. Sengketa waris, yaitu sengketa menyangkut siapa saja yang berhak atas 
tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
b. Sengketa pengaturan penguasaan tanah yanitu sengketa yang menyangkut 
pemilikan tanah yang tisak sesuai dengan ketentusn yang berlaku misalnya 
kepemilikan tanah obsente dan permukaan tanah yang melebihi batas 
maksimum. 
 
                                                             
18Peraturan Mentri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
1999 Tentang Pendaftaran Tanah. http://www.hukumonline.com>Home>Agraria>Penyelesaian-
masalah-atas.tanah.pdf (16 April 2018). 
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c. Sengketa sertifikat ganda, yaitu terjadi akibat adanya pemalsuan atas hak 
untuk mendapatkan sertifikat tanah oleh orang yang tidak bertanggung 
jawab. 
D.  Penyelesaian Sengketa Tanah 
Penyelesaian sengketa tanah senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti 
tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Pentingnya mengindahkan ketentuan peraturan dimaksud karena untuk 
menghindari tindakan melanggar hokum dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 
penyelesaian melalui jalur non peradilan (perundingan/musyawarah atau negisiasi, 
konsiliasi, mediasi dan arbitrase) dan jalur peradilan/litigasi. Apabila usaha 
musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersengketa dapat 
mengajukan masalahnya Pengadilan Negeri Atau Pengadilan Tata Usaha Negara. 
1. Melalui Non Peradilan 
Penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan (non peradilan /non 
litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau 
Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pasal 1 Bulir 10 Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengartikan 
bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni Penyelesaia 
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, konsolidasi, mediasi atau penilaian ahli. 
Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa/konflik dapat 
dikemukakan, yaitu19: 
a. Konsiliasi (conciliation). 
                                                             
19Joni Edizon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 37.  
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
Dalam bentuk ini sengketa di selesaikan melalui parlemen atau kursi 
parlemen dimana kedua belah pihak berdiskusi, berdebat secara terbuka atau 
bebas untuk mencapai kesepakatan. 
b. Mediasi 
Dalam bentuk ini kedua belah pihak sepakat mencari penasehat dari pihak 
ketiga. Penyelesaian sengketa/konflik melalui bentuk ini masalah akan 
diselesaikan melalui bantuan seseorang atau seorang ahli maupun melalui 
seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini harus bersifat 
netral atau tidak memihak (independent). Mediator berkewajiban 
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para 
pihak. 
c. Arbitrase 
Dalam bentuk ini kedua belah piha bersepakat untuk mendapatkan 
keputusan yang bersifat legal sebagai jalur keluar bagi sengketa/konflik. 
Pasal 1 Bulir 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah suatu perkara 
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. 
d. Musyawarah (negotiation) 
Musyawarah sebagai satu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar 
kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. 
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2. Melalui Peradilan 
Penyelesaian sengketa/konflik melalui peradilan/litigasi diatur dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut dengan tegas menyatakan20 :  
 
"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi 
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”. 
Pasal 2 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan 
oleh badan-badan peradilan, diantaranya peradilan umum menurut Undang-
undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang berwenang 
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata termasuk di 
dalam penyelesaian sengketa mengenai tanah sebagai bagian dari masalah-
masalah hukum perdata pada umumnya. Selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara 
menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan 
Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang 
Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah diantaranya 
karena akibat dari peristiwa hukum misalnya pewarisan. 
                                                             
 
20Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang Sudah di Amandemen 
Beserta Penjelasannya (Surabaya: Apollo Lestari, 2016), h. 16. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research) yakni 
prosedur pemecahan masalah yang di teliti untuk menggambarkan atau 
melukiskan keadaan suatu objek penelitian,1 seperti: Hakim,Kantor Pertanahan 
Kota Makassar,Pejabat Pembuat Akta Tanah,dan hal- hal lain yang sesuai dengan 
fakta-fakta yang tampak saat ini. Penelitian ini,akan di gambarkan mengenai 
penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi yang dilakukan, terdapat beberapa 
kasus sengketa pertanahan yang dalam penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar sering terdapat putusan Hakim,dimana salah seorang tergugat 
sebagai pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah terkalahkan oleh penggugat. Olehn 
yaitu,peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan mengacu kepada penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
B. Metode Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah“yuridis 
normatif”. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan  dengan 
cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian yuridis 
                                                             
1
 Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 
Indonesai, 1988), h. 11. 
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normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan.
2
 Data sekunder adalah data 
yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-
bahan kepustakaan.3 
 Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah metode in 
concreto yaitu apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan 
suatu perkara tertentu. Metode pendekatan di atas digunakan dalam mengadakan 
penelaahan berbagai hal yang berhubungan dengan penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,dikaji dan diteliti 
berdasarkan peraturan-peraturan,literature kepustakaan,teori-teori hukum, 
keputusan-keputusan pengadilan,pendapat teoritisi dan praktisi hokum serta 
penerapannya dalam praktek.
4
 
C.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah5 : 
1. Data Kepustakaan 
Peneliti mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literature yang 
relevan dengan masalah yang dibahas dengan cara mencatat dalam kartu-kartu 
kecil atau mencatat dalam kertas. 
2. Data Lapangan 
Data lapangan yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui : 
a. Observasi 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data secara langsung dengan 
                                                             
2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1991), h. 89. 
 
3M. Soeparmoko, Metode Penelitian Praktis (Jogyakarta: BPFE, 1991), h. 1.  
 
4Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Praktek (Jakarta: SinarGrafika, 1991),h. 6.  
 
5Koentrajaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedi, 1984),h. 17. 
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melakukan pengamatan dari berbagai sumber data yang relevan dengan obyek-
obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan terhadap praktisi dan teoritisi hokum yang berkaitan 
dengan hal ini. Wawancara akan dilakukan dengan bebas terpimpin,yaitu dengan 
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman 
peneliti,tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan 
dengan situasi ketika wawancara. Pewawancara mengadakan wawancara secara 
bebas dengan yang diwawancarai dan tidak menyimpang dari garis-garis yang 
telah ditetapkan terhadap pokok permasalahan sebelum dilakukan wawancara itu. 
Kebebasan dalam wawancara ini adalah memberikan kesempatan untuk 
mengontrol kekakuan dan kebekuan wawancara. Wawancara dalam 
mengumpulkan data primer dilaksanakan pada personel dari instansi yang terkait 
yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,Pejabat Pendaftaran Tanah 
pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan praktisi hukum yang ada di Kota 
Makassar.  
D.  Metode Analisis Data 
Metode analisis data adalah suatu metode dimana data yang diperoleh dari 
hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan 
masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya,sehingga akan 
dapat menjawab permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 
disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode“analisis kualitatif normatif”. Karena penelitian ini bersifat normatif maka 
penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma 
hokum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak 
pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari data sekunder 
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maupun dari data primer. Walaupun lebih menitik beratkan pada metode analisis 
data secara kualitatif tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan juga metode 
analisis data secara kuantitatif. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai 
suatu penjelasan dan menginterprestasikan secara logis,sistematis. Logis 
sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib 
dalam penulisan laporan ilmiah. Setelah analisis data selesai,maka hasil nya akan 
disajikan secara deskriptif. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.6 
E.  Instrumen Penelitian 
   Adapun instrumen penelitian yang di gunakan oleh peneliti, ialah: 
1. Daftar pertanyaan dibuat yang akan dipertanyakan pada saat meneliti 
dengan cara berwawancara kepada para praktisi hukum yang berkaitan 
pokok permasalahan yang diteliti. 
2. Berbagai literatur yang digunakan seperti buku,undang-undang dan 
peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan ini. 
3. Alat tulis menulis,notebook dan alat perekam (handphone) saat melakukan 
penelitian.  
 
                                                             
6Amiruddin dan H. Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 163. 
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BAB IV 
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENERAPAN PP NOMOR 24 
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI PENGADILAN 
TATA USAHA NEGARA MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
Terbentuknya PTUN Makassar (dahulu Ujung Pandang) tidak dapat 
dilepaskan dari proses pembentukan PERATUN di indonesia, yang berawal dari 
lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang diundangkan tanggal 29 desember 1986, namun peradilannya baru 
dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. Hal mana disebutkan dalam 
BAB VII  pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut1 : 
“Lingkungan peradilan tata usaha negara ini merupakan lingkungan 
peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan 
persiapan yang matang oleh pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik 
materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di 
lingkungan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilakukan sekaligus 
tetapi secara bertahap. Setelah undang-undang ini diundangkan, dipandang 
perlu pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Dan untuk 
mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan undang-undang ini 
dilakukan secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun 
sejak undang-undang ini diundangkan diatur dengan peraturan pemerintah”.  
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar (dahulu Ujung Pandang) 
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 
oktober 1990. Pengadilan TUN Makassar merupakan salah satu dari 5 (lima) 
Pengadilan tingkat pertama yang pertama kali dirintis dalam lingkup Peradilan 
Tata Usaha Negara, yaitu antara lain Pengadilan TUN Jakarta, Pengadilan TUN 
Medan, Pengadilan TUN Palembang dan Pengadilan TUN Surabaya. Pengadilan 
TUN Makassar secara resmi beroperasi pada tanggal 14 januari 1991 berdasarkan 
                                                             
1Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata 
Usaha Negara. http://www.nbaru.net/wp-content/uploads/201106/UU-05-1986.pdf  ( 9 Juli 2018). 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang 
Penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Perlu pula diketahui bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1991 Tanggal 14 Januari 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak hanya merupakan 
landasan operasional Pengadilan TUN Makassar, tetapi juga merupakan landasan 
operasional ke-5 Pegadilan TUN yang dirintis untuk pertama kalinya sebagaimana 
tersebut di atas. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 januari 
dijadikan sebagai Hut PERATUN yang diperingati setiap tahun oleh jajaran 
peratun di seluruh indonesia. Pada awalnya Pengadilan TUN Makassar beroperasi 
atau berkantor pada gedung yang sama dengan Pengadilan Tinggi TUN Makassar 
yang beralamat di  Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 45 Makassar. Dan baru pada 
tanggal 26 desember 1992 diresmikan gedung baru Pengadilan TUN Makassar 
oleh Menteri Kehakiman RI bapak Ismail Saleh, SH., yang terletak di Jl. Raya 
Pendidikan No.1 Makassar. 
Pada awalnya wilayah hukum (wilayah kerja) Pengadilan TUN Makassar meliputi 
10 provinsi, yaitu: 
1. Provinsi Bali 
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
4. Provinsi Timor Timur 
5. Provinsi Sulawesi Selatan 
6. Provinsi Sulawesi Tengah 
7. Provinsi Sulawesi Tenggara 
8. Provinsi Sulawesi Utara 
9. Provinsi Maluku 
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10. Provinsi Irian Jaya 
Namun dari tahun ke tahun wilayah hukum (wilayah kerja) Pengadilan TUN 
Makassar menjadi berkurang dan sekarang hanya khusus provinsi sulawesi selatan 
dan provinsi sulawesi barat, hal ini terjadi karena pada setiap provinsi telah 
dibentuk Pengadilan TUN. 
2. Visi dan Misi  
Adapun yang menjadi visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
dalam memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan, ialah2 : 
a. Visi 
“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Agung” 
b. Misi : 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan dan 
modern; 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat; 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 
efisien; 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Kompetensi PTUN 
Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan 
(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).3  
                                                             
2Papan potensi visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.  
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Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara 
dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi 
relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah 
kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi 
atau pokok sengketa4. 
a. Kompetensi Relatif 
Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah 
hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan 
berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang 
bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang 
menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan 
tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 
1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan : 
1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. 
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. 
Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, 
Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah 
hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah 
                                                                                                                                                                       
3Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesai (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 9.  
 
4Z.A Sangaji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha 
Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 23. 
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hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah 
hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Adapun kompetensi 
yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni 
pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 
Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan gugatan dapat diajukan 
kepada PTUN tempat kedudukan (domisili) tergugat. Apabila tergugatnya lebih 
dari satu, maka gugatan dapat diajukan keapda PTUN dari tempat kedudukan 
salah satu tergugat. Gugatan juga dapat diajukan melalui PTUN tempat 
kedudukan penggugatuntuk diteruskan kepada PTUN tempat kedudukan 
(domisili) dari tergugat. PTUN Jakarta, apabila penggugat dan tergugat 
berdomisili di laur negri. Sedangkan apabila tergugat berkedudukan di dalam 
negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada PTUN tempat kedudukan tergugat. 
b. Kompetensi Absolut 
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha 
Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok 
sengketa. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang 
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata 
dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, 
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 
angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 
2009). Keberadaan PTUN bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara 
dan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Karena itu, diperlukan 
persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur warga negara dengan 
warga negara, tetapi juga antara warga negara dengan pemerintah. 
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3. Subyek Sengketa TUN 
a. Penggugat 
 Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata tuntutan agar 
Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah 
dengan atau disertai ganti rugi dan rehabilitasi.5 
 Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 
1986 UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah6: 
1. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan 
sebagaiaman dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenagnya 
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. 
3. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan 
itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan 
keputusan tersebut. 
b. Tergugat 
Dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN menyebutkan pengertian Tergugat adalah 
                                                             
5Fajlurahman Jurdi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Rangkang 
Education, 2005), h. 47. 
6Republik Indonesia, Undang –undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. . http://www.google.co.id/search?/=alasan+mengajukan+gugatan+ptun&client=ucweb-
mini-b&channel=ib (12 Juli 2018).    
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badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan 
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat 
oleh orang atau badan hukum perdata. Yang dimaksud dengan badan atau pejabat 
tata usaha negara menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan, “Badan 
atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan 
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
c. Pihak Ketiga yang berkepentingan 
Dalam Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 
Tahun 2009 disebutkan: 
“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam 
sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa 
sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat 
masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai: 
a.
 Pihak yang membela haknya. 
b.
 Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
4. Pangkal Sengketa TUN 
 Perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dikelompokkan kepada 3 
macam perbuatan yakni: mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materil. Dalam melakukan 
perbuatan tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara tidak jarang terjadi 
tindakan-tindakan yang menyimpang, dan melawan hukum, sehingga dapat 
menimbulkan berbagai kerugian, bagi yang terkena tindakan tersebut.7 Pasal 1 
                                                             
7Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 79. 
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ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009 PTUN, yang menyebutkan sebagai berikut: 
“Sengeketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata 
usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat 
tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari 
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Adapun yang menjadi pangkal sengketa TUN adalah akibat dari 
dikeluarkannya KTUN. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 
PTUN yang dimaksud dengan KTUN adalah: “Suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. 
5. Obyek Sengketa TUN 
Obyek sengketa di PTUN adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) dan keputusan fiktif negatif8 : 
a.
 Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut 
disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 
b.
 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan 
data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau 
                                                             
8Republik Indonesai, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. http://www.google.co.id/search?/=alasan+mengajukan+gugatan+ptun&client=ucweb-
mini-b&channel=ib (12 Juli 2018).   
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Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan  
keputusan yang dimaksud. 
 Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah 
lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan 
keputusan penolakan. Ada beberapa keputusan TUN yang tidak termasuk 
pengertian keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang 
disebut dalam Pasal 2, yaitu9: 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat 
umum; 
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 
Kitab 
e. Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum 
pidana; 
f. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
a. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia; 
                                                             
9Republik Indonesai, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. http://www.google.co.id/search?/=keputusan+tata+usaha+negara&client=ucweb-mini-
b&channel=ib (12 Juli 2018).    
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b. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai 
hasil pemilihan umum. 
6. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara 
a. Tugas Pokok 
1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN 
Makassar), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 
1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 
Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-
Undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (Buku  Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, 
PERMA, dll). 
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PT.TUN) yang berwenang. 
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar,seiring peningkatan integritas moral dan karakter 
sesuai kode etik dan tri prasetya hakim indonesia, guna tercipta dan 
dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut 
hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan 
(justiciabelen). 
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna 
meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga 
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peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai 
tuntutan undang-undang dasar 1945.10 
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata 
kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sesuai 
keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor : 
KMA/012/SK/III/1993, Tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara. 
6. Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang 
hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi hakim 
yang profesional. 
b. Fungsi Peradilan Tata Usaha N egara 
1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai 
lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun 
administrasi umum. 
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan 
pegawai lainnya. 
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman. 
B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar 
Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di 
                                                             
 
10Siti Hoetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: Refika 
Aditama, 2001), h. 18. 
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tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan.11 Sengketa Tata Usaha Negara 
adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara 
baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan 
Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar 
Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.12 
Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menegakkan 
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat 
memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Selain untuk 
memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan 
pula bahwa keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk membina, 
menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Pengadilan Tata Usaha 
Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, 
dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan 
dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.Penyelesaian 
sengketa Tata Usaha Negara, baik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 Tentang Perubahannya adalah dalam kerangka Negara Hukum Indonesia. 
                                                             
11Republik Indonesai, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara.http://syahrumpc2020.blogspot.com/2008/12/kedudukan-dan-wewenang-ptundi.html?m=1 
(12 Juli 2018).    
  
12Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 41.  
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Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana hal ini dinyatakan secara eksplisit 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan menyatakan13 : 
“ Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 
1. Karakteristik Hukum Acara di Pegadilan Tata Usaha Negara 
Sumber Hukum Formilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 
132. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang mekanisme penyelesaian 
sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan 
diuraikan hal-hal yang merupakan ciri Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagai pembeda dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum 
(Perdata). 
Ciri khas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas-
asas hukum yang melandasinya, yaitu: 
a.  Asas Praduga Rechmatig. Asas ini mengandung makna bahwa setiap 
tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada 
pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan 
Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat. 
b. Asas Pembuktian Bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal 
ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. 
c. Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis). Keaktifan hakim dimaksudkan 
untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat 
Tata Usaha Negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum 
                                                             
13Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. http://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/It4c495e3d93b1a/parent/18360. 
( 9 Juli 2018)  
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perdata. 
d. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga omnes”. 
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik. Dengan 
demikian putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, 
tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya 
ketentuan Pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas “erga 
omnes”.14 
2. Proses Pemeriksaan Gugatan di Pegadilan Tata Usaha Negara 
a. Pemanggilan Para Pihak 
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa 
dilakukan secara administratif yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh 
panitera pengadilan. Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut: 
1. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing 
masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. 
2. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 
hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara. 
b. Kewajiban Hakim 
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Mengadakan 
pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Menjaga 
supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya 
dilaksanakan dengan baik. Kemudian hakim dapat mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai 
derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan 
salah seorang hakim anggota atau menanyakan identitas saksi-saksi, membacakan 
                                                             
14Phlippus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 2001),h. 313.  
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Putusan Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum. 
c. Terhadap Pihak Ketiga 
Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 selama 
pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak 
lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan 
mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam 
sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya 
atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dan apabila 
pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu 
pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak 
mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 
tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat 
pertama.15 
d. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan 
Tenggang waktu mengajukan gugatan, dibatasi hanya dalam tenggang waktu 90 
hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara. 
e. Prosedur Pengajuan Gugatan 
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan. Gugatan 
di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh seseorang atau badan hukum 
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya unsur adanya kepentingan dalam 
pengajuan gugatan merupakan hal yang sangat penting dalam sengketa di 
                                                             
 
15Siti Hoetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Refika Aditama, 
2001), h. 18. 
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Peradilan Tata Usaha Negara.16 
Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 
Negara Nomor 5 Tahun 1986 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1), dimana 
orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata 
usaha negara dapat mengajukan gugatan, dari ketentu an Pasal 53 ayat (1) ini 
menjadi dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di Peradilan Tata 
Usaha Negara, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya 
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 
(2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah 
keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Suatu gugatan yang akan 
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat hal-hal yang merupakan 
syarat formil suatu gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 yaitu nama, 
kewarganegaran, tempat tinggal  dan pekerjaan penggugat dan tergugat beserta 
dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. 
Menurut Pasal 54 ayat (1) gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan 
secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman Tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk 
tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para 
pihak selama pemeriksaan. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan 
Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
                                                             
16Kansil, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 
1996), h. 13.  
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Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum 
pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan tempat kedudukan Penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan 
yang bersangkutan.17 
Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, gugatan 
diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila Tergugat 
berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat diluar negeri, gugatan diajukan 
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Tergugat. Salah satu 
kekhususan di Peraturan juga berkaitan dengan fungsi Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara yang bukan saja sebagai pengadilan tingkat banding, akan tetapi 
juga mempunyai fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama seperti halnya 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi apabila sengketa Tata Usaha 
Negara tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 
Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu yang mengatur tentang upaya banding 
administratif. disebutkan dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU 
Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi18: 
 
“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”. 
Berhubung sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan keputusan 
Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan dikaitkan pula dengan 
waktu dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan. Pasal 55 menyebutkan 
bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) 
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau 
                                                             
17Victor Situmorang, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Rineka Cipta, 
1992), h. 15.  
 
18Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata 
Usaha Negara. http://www.nbaru.net/wp-content/uploads/201106/UU-05-1986.pdf  ( 9 Juli 2018).  
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Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan Dalam hal gugatan didasarkan pada 
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Keputusan Fiktif-Negatif), maka 
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu, dihitung setelah lewatnya tenggang 
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi 
dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang 
bersangkutan. Seandainya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya 
tidak menentukan tenggang waktu Keputusannya, maka dihitung sejak lewatnya 
tenggang waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan 
yang bersangkutan. Bilamana tenggang waktu tersebut diatas telah lewat, maka 
hak untuk menggugat menjadi gugur karena telah daluarsa. 
Diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya 
tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara, serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
digugat. Namun demikian Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada 
pengadilan agar Surat Keputusan yang digugat tersebut ditunda pelaksanaannya 
selama proses berjalan, dan permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan oleh 
pengadilan apabila adanya alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan 
kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat itu tetap dilaksanakan. 
f. Pemeriksaan di persidangan 
1. Pemeriksaan Pendahuluan. 
Berbeda dengan peradilan lainnya, Peradilan Tata Usaha Negara 
mempunyai suatu kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa, yaitu adanya 
tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan atau rapat 
permusyawaratan/Proses Dismissal. disebut juga dengan Proses Dismissal atau 
tahap penyaringan yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan. Dalam proses 
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dismissal ini Ketua Pengadilan, setelah melalui pemeriksaan administrasi di 
kepaniteraan, memeriksa gugatan yang masuk.19 Apakah gugatan tersebut telah 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan 
Tata Usaha Negara dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata 
Usaha Negara untuk mengadilinya. Dalam proses dismissal Ketua Pengadilan 
berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan 
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau 
tidak berdasar, apabila: 
1. Pokok gugatan, yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan, nyata-nyata tidak 
termasuk wewenang Pengadilan. 
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi 
oleh penggugat sekalipun ia telah diperingatkan. 
3. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. 
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. 
5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Penetapan 
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini diucapkan dalam 
rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan 
memanggil kedua belah pihak. Terhadap penetapan ini dapat diajukan 
perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan 
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkan. Perlawanan 
tersebut harus dengan memenuhi syarat-syarat seperti gugatan biasa. 
Perlawanan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan acara 
singkat, yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Apabila perlawanan tersebut 
diterima atau dibenarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan melalui acara 
                                                             
19Soemaryono, Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: 
Prima Media Pustaka, 1999), h. 27.  
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singkat, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang diambil 
dalam rapat permusyawaratan tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan 
pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara 
biasa. 
Terhadap putusan pengadilan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan 
upaya hukum seperti banding dan kasasi, karena putusan tersebut dianggap 
sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
2. Pemeriksaan Persiapan 
Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi Penggugat di Peradilan 
Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan 
mempunyai kedudukan lemah dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat 
Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam posisi yang 
lemah tersebut sangat sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi dan data 
yang diperlukan untuk kepentingan pen gajuan gugatan dari Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara yang digugat. Pemeriksaan Persiapan dilakukan di ruang 
tertutup bukan di ruang persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam 
Pemeriksaan Persiapan Hakim wajib dan berwenang20: 
a. Memberikan nasehat atau arahan-arahan kepada Penggugat untuk 
memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang 
diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari. 
b. Meminta penjelasan kepada pihak tergugat mengenai segala sesuatu yang 
mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan. Apabila jangka waktu 
30 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki gugatannya tersebut tidak 
                                                             
20Suwarma Al Muchtar, Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: Epsilon Grup, 1999), h. 
24.  
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dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan 
yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan 
atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun masih dapat diajukan 
gugatan baru. 
3. Pemeriksaan Tingkat Pertama 
Pemeriksaan di tingkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan 
Tata Usaha Negara, terkecuali untuk sengketa yang menurut peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan, sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu 
melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 UU 
Peradilan Tata Usaha Negara, maka pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan 
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pemeriksaan ditingkat pertama ini 
dapat dilakukan melalui dua cara: 
a. Pemeriksaan dengan acara biasa. 
b. Pemeriksaan dengan acara cepat. 
Dalam hal pemeriksaan sengketa telah selesai, mulai dari jawab menjawab, 
penyampaian surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka 
selanjutnya para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan 
yang merupakan pendapat akhir para pihak yang bersengketa. Setelah kesimpulan 
disampaikan, kemudian hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah guna 
mengambil putusan. Putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim dapat 
berupa21: 
1. Gugatan ditolak. 
2. Gugatan dikabulkan. 
3. Gugatan tidak diterima. 
                                                             
21Rozzali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), h. 26.  
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4. Gugatan gugur. 
Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan menetapkan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara selaku Tergugat, yaitu berupa (Pasal 97 ayat (9)) : 
a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 
b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersan gkutan dan 
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. 
c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan 
pada Pasal 3. 
Disamping kewajiban-kewajban tersebut pengadilan juga dapat membebankan 
kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi dan pemberian rehabilitasi 
dalam hal menyangkut sengketa kepegawaian. 
4. Upaya Hukum 
a. Upaya Hukum Banding 
Terhadap para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan 
pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 1986 
terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dimintakan 
pemeriksaan banding oleh Pen ggu gat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis 
oleh pemohon atau kuasanya yang khusus diberi kuasa untuk itu, kepada 
Peradilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada yang 
bersangkutan secara patut. Selanjutnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan 
kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di Kantor 
Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga 
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puluh) hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.22 Para pihak dapat 
menyerahk an memori atau kontra memori banding, disertai surat-surat dan bukti 
kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dengan 
ketentuan bahwa salinan memori dan kontra memori banding diberikan kepada 
pihak lawan dengan perantara Panitera Pengadilan. Pemeriksaan banding di 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari 
3 (tiga) orang hakim. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa 
pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pen gadilan 
Tinggi tersebut dapat mengadakan sendiri untuk pemeriksaan tambahan atau 
memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk 
melaksanakan pemeriksaan tambahan. Setelah pemeriksaan di tingkat banding 
selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan 
Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain 
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat 
pertama, dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap 
saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah diadakannya pencabutan tersebut permohonan 
pemeriksaan banding tidak dapat diajukan oleh yang bersangkutan, walaupun 
tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum 
lampau. 
 
 
                                                             
22R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
h. 30. 
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b. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali 
Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum 
Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam Pasal 
131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa 
pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat 
dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara 
pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 
Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, pemeriksaan 
kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan dilingkungan Pengadilan 
Agama atau oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 
dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian sama halnya 
dengan ketiga peradilan yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 
Peradilan Militer, maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berpuncak pada 
Mahkamah Agung. Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih 
belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, maka 
dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah 
Agung RI. Pemeriksaan Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 132 UU Peradilan 
Tata Usaha Negara, yang menyebutkan23:  
Ayat (1): “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dapat diaju kan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.” 
Ayat (2): “Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dilakukan menurut 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.” 
                                                             
23Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. http://hukumonline.com/klinik/detail/It4a0bd93d0f7ac/tentang-pk-(peninjauan-kembali) 
(12 Juli 2018). 
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5. Pelaksanaan Putusan 
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya 
hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya 
hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan 
oleh undang-undang. Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur 
dalam Pasal 116 s/d 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebagaimana 
telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya Undang-Undan g 
Nomor 9 Tahun 2004, putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah mempunyai 
kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa dwangsom dan 
sanksi administratif serta publikasi terhadap Badan 45 atau Pejabat Tata Usaha 
Negara (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha 
Negara.24 
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Dalam 
Perkara Nomor : 26/G/2014/P.TUN.Mks. 
  Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dalam perkara tersebut. Maka penulis melakukan wawancara terhadap 
salah seorang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Hakim 
Muhammad Iqbal, S.H. Mengatakan bahwa Sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata 
Usaha Negara, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban 
                                                             
24Andi Hasanuddin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
Wawancara, Makassar, 4 Juli 2018.  
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pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian 
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.25  
Adapun yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini adalah : 
1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 
1992, Surat Ukur Nomor : 864 tanggal 15 April 1991,luas 1.576 m atas 
nama Bambang Samijono ( Objek Sengketa I) 
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 811/Desa Panaikang, tanggal 30 Nopember 
1981, Surat Ukur Nomor : 3980 tanggal 27 Nopember 1981,luas 3.341 m 
atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa II) 
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 811/Desa Panaikang, tanggal 30 Nopember 
1981, Surat Ukur Nomor : 3906 tanggal 27 Nopember 1981,luas 2.510 m 
atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa III) 
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Panaikang, tanggal 27 
Nopember1981, Surat Ukur Nomor : 3905 tanggal 27 Nopember 1981, luas 
2.190 m atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek 
Sengketa IV).  
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, 
Surat Ukur Nomor : 135 tanggal 8 Februari 1990,luas 791 m atas nama 1. 
Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa V) 
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 
1988, Surat Ukur Nomor : 3135 tanggal 7 Desember 1987,luas 817 m atas 
nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa VI) 
                                                             
25Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Wawancara, 
Makassar, 4 Juni 2018. 
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7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, 
Surat Ukur Nomor : 164 tanggal 3 Nopember 1969,luas 4.263 m atas nama 
1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa VII) 
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, 
Surat Ukur Nomor : 992 tanggal 9 September 1969,luas 6.504 m atas nama 
1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek Sengketa VIII). 
Dengan demikian, Hakim MUHAMMAD IQBAL M, S.H. mengatakan bahwa 
yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
dalam Putusan Perkara Nomor : 26/G/2014/PTUN.Mks ialah26 : 
a. Bahwa dalam sengketa in litis menurut hemat Majelis Hakim yang akan 
dipertimbangkan adalah berkenaan dengan prosedur penerbitan dan 
substansi dari obyek sengketa khususnya obyek sengketa ke-7 yaitu 
Sertifikat Hak Milik Nomor : 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, 
Surat Ukur Nomor : 164 tanggal 3 Nopember 1969,luas 4.263 m atas nama 
1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso. 
b. Bahwa sertipikat yang terbit di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 
tahun 1971, tanggal 17 Agustus 1971, Gambar situasi nomor : 222, tanggal 
12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 m atas nama Penggugat,baik sesudah 
maupun sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 tahun 1971 tersebut 
diterbitkan dalam hal ini khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 53/Desa 
Panaikang,Tanggal 28 Februari 1970, Gambar situasi nomor : 164 tanggal 3 
Nopember 1969,luas 4.263 m atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar 
Santoso ( objek sengketa ke-7) harus dinyatakan batal, meskipun didalilkan 
oleh tergugat dalam kondisi diblokir oleh pihak lain, menurut hemat Majelis 
                                                             
26Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Wawancara, 
Makassar, 4 Juni 2018. 
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Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah,telah habis masa blokirnya setidaknya pada 
tanggal 13 April 2013, sehingga secara hukum tidak terdapat halangan bagi 
Tergugat untuk membatalkan dan mencabut sertifikat hak milik tersebut. 
c. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 53/Desa Panaikang, tanggal 28 
Februari 1970, Surat Ukur Nomor : 164 tanggal 3 Nopember 1969,luas 
4.263 m atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ( Objek 
Sengketa VII), dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis 
Hakim untuk mewajibkan tergugat mencabut sertifikat tersebut. 
Dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah 
seluruhnya dipelajari/dicermati, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi 
yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk 
mengambil putusan. 
D. Analisis Penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar 
Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar, maka penulis dapat memberikan suatu penjelasan bahwa 
penerapan dari PP Nomor 24 tahun 1997 tergantung dari pertimbangan hakim 
apakah PP ini akan membawa keadilan jika diterapkan dalam suatu 
permasalahan/sengketa terhadap tanah. Karena inti permasalahan dalam 
penerapan PP ini adalah jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang 
sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan 
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itikad baik. Sehingga diterapkan atau tidaknya PP Nomor 24 Tahun 1997 ini 
pada penyelesaian sengketa tanah ada pada kewenangan hakim yang  mengadili  
perkara tersebut. Hakimlah yang  menimbang  berat  ringannya bobot kepentingan 
para pihak yang bersengketa.  
 Menurut Boedi Harsono penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 
1997 bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi 
negatif tetapi dilain pihak untuk secara seimbang memberi kepastian hukum 
kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar 
sebagai pemegang hal dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai alat buktinya 
yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.27 
 Eka Sihombing menyatakan setuju dengan diterapkannya Pasal 32 ayat 
(2) PP Nomor 24 Tahun 1997 karena tujuan utama pasal  ini  menurutnya  
adalah  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada  
masyarakat/seseorang  yang  dengan  itikad  baik  memperoleh  sertifikat. 
Terhadap pemilik tanah seharusnya ia memelihara dan mengusai tanah yang 
dimilikinya.  Kaitannya dengan jangka waktu lima tahun yang ditetapkan oleh 
Pasal ini, ia berpendapat bahwa waktu ini masih terlalu lama, ia setuju jika jangka 
waktu dalam pasal ini menjadi diperpendek. Hal ini dikarenakan Kantor 
Pertanahan yang bersifat terbuka dan sistem komputerisasi yang akan dipakai 
oleh Kantor Pertanahan, sehingga setiap orang bisa melihat keterangan tentang 
suatu bidang tanah sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat dimanapun ia 
berada.28 
                                                             
27Boedi Harsono, Dalam Kuliah Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah (Semarang: 
Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro), tanggal 8 Desember 2006. 
  
28Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005),h. 25. 
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 Menurut Maria S. W. Sumardjono, tujuan dari penerapan Pasal 32 ayat (2) 
PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berasal dari Konsep “rechtverwerking” ini dalam 
pendaftaran tanah adalah untuk memberikan ketegasan pada 2 pihak, yakni29 : 
1. Bagi  pemegang  sertifikat,  jika  telah  lewat  waktu  lima  tahun  tidak  
ada gugatan/keberatan,  maka  ia  terbebas  dari  gangguan  pihak  lain  yang  
merasa sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. 
2. Pemegang hak atas tanah, ia wajib menguasai secara fisik tanahnya dan 
melakukan suatu pendaftaran agar terhindar dari kemungkinan tanahnya 
disertifikatkan atas nama orang lain. 
Kepastian mengenai hal tersebut dapat menghindarkan rasa was-was pemegang 
sertifikat tanah yang rentan terhadap gangguan pihak lain setiap saat, karena 
ketentuan ini dapat berakibat hilangnya hak untuk menuntut oleh pemegang 
hak atas tanah terhadap pemegang sertipikat. 
Menurut Hakim Muammad Iqbal M, S.H. dari bunyi Pasal 32   ayat (2) PP 
Nomor 24 Tahun 1997 maupun penjelasan pasalnya dapat diambil kesimpulan  
bahwa  setelah  berjalan  selama  lima  tahun  sejak  diterbitkannya sertifikat hak 
atas tanah tidak ada yang mengganggu gugat sertifikat tersebut mempunyai 
kedudukan sebagai alat bukti yang sangat kuat (mutlak) dan ini membawa 
konsekuensi bahwa pihak lain sudah tertutup untuk menuntut hak atas tanah 
tersebut.30 
                                                             
29Maria SW. Sumarjono, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran 
Tanah (Yogyakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), h. 32.  
 
30Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Wawancara, 
Makassar, 4 Juni 2018. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama 
bagi rakyat pencari keadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah 
di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu dimulai dari pengajuan 
gugatan oleh Penggugat selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. 
Kemudian pemeriksaan persiapan setelah itu, pemeriksaan tingkat pertama dan 
yang terakhir putusan Pengadilan. 
2. Yang menjadi dasar Hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum 
dalam memutus perkara ialah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
107 Undang-undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha 
Negara, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban 
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian 
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. 
Dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya 
dicermati, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan 
cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil 
putusan. 
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3. Penerapan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Penftaran Tanah dalam 
Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan tersebut tergantung dari 
pertimbangan hakim apakah PP ini akan membawa keadilan jika diterapkan 
dalam suatu sengketa terhadap tanah. Karena inti permasalahan dalam 
penerapan PP ini adalah jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah 
yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya 
dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya PP Nomor 24 Tahun 
1997 ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada kewenangan hakim yang 
mengadili perkara tersebut. Hakimlah yang menimbang berat  ringannya bobot 
kepentingan para pihak yang bersengketa. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah khususnya PP 
Nomor 24 tahun 1997 pasal 33 ayat (2) hendaknya lebih disosialisasikan 
kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk 
mendaftarkan tanahnya sehingga mereka memiliki sertifikat terhadap hak atas 
tanahnya sekaligus menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
mendaftarkan tanah yang ia miliki. 
2. Pihak-pihak yang terkait dengan pendaftaran  tanah atau penerbitan  sertifikat, 
baik pihak Kelurahan yang memberikan surat-surat atau dokumen-dokumen 
sebagai syarat pendaftaran tanah kepada pemilik tanah maupun pihak Kantor 
Pertanahan hendaknya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 
menerbitkan sertifikat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
sehingga pemegang sertifikat yang diterbitkan benar-benar merupakan 
pemegang hak yang sebenarnya. 
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